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- PROFESIONALISME APARATUR PENGAWASAN
DAN PENEGAEAN HUKUM*

'Oleh : Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M.**

E PENDJ&HUL{}AN

: ebaaaxmana telah men;ad; tekad bangsa kita, bahwa dalam
"'meny__ eng garakan pembangunan feratama untuk mengatasi krisis
“multidimensional yang sedang kita hadapi pada dewasa ini, kita semua
telah bertekad untuk melaksanakan reformasi di segala bidang pembangunan
nasional terutama bidang- -bidang ekonomi, politik, hukum serta sosial
budaya untuk menghantarkan bangsa Indonesia menuju ke masa depan
yang lebih demokratis, lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi
peaghormatan terhadap hak asaSJ manusia dan yang menempatkan
hukum’ sebagai sesyatu yang utama (supreme) dalam kehidupan
bﬁ:rmasyarakat berbangsa dan bernegara.

- Umnk mendukung berbagat upaya yang dilakukan ke arah itu.
pembangunan hukum dalam sate kesatuan sistem pada masa mendatang,
sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, akan dititikberatkan
pada langkah langkah strategis yang mencakup pembangunan subsiansi
hukum’ baik yang tertulis maupun tidak tertulis (legal substance),
Stmktur hukum- {legal structure) dan budaya hukum (legal culiure).

. Langkah-!angkah pembangunan hukum tersebut perlu mendapat
perhatian . yang sungguh-sungguh, sejalan dengan semakin luasnya
pengaruh globalisasi, sehingga membentuk dan memfungsikan Sistem
Hukum Nasional yang mantap merupakan syarat utama untuk dapat
mewujudkan tegaknya asas kedaulatan hukum (supremasi hukum) yang
haras duunjung tlnggl ‘dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara

Dalam reformas: hukum, penegakan asas kedaulatan hukum
(supremasi hukum) tersebut, harus menjadi acuan dalam memecahkan
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‘persoalan-persoalan‘dasar bidang hukum yang mencakup perencanaan
hukum ( legislation planning), proses pembuatan-hukum (law making
process), penegakan hukum (law enforcemen:) dan upayas untuk
mamnwmtkan kesadaran hukum 7law owareness)

Di masa dep::m hukum diharapkan akan berada pada DOSiSI yang
: f@rhon"mﬁt dan supremasi hukum yang disuarakan banqu orang harus
menjadi kenyataan, karena dianggap sebagai salah satn solusi agar
~keadaan yang belum dapat menjamin keadilan dan kepastian ‘hukum
udak tem]ang lagi. Untuk mencapai tujuan itu, peranan hukum di masa
";depan tidak " kan teriepas dari perbmkan pez,baxkan elemen- elernen
bukun y::mg ‘utama yaiu materl imkum, aparatur hukum bu: :
hukum serta sarana dan’ prasarana yano* mez}dukuﬁvnya » N

Secara ;mphszi: hal hal yang dikemukakan dapat dlSlmpuikan
dalam kebijakan pembangunan hukum yang tertuang dalam Garis- gans
Besar Haiuem DMNegara: (GBHN). : : ;

GBHN 1999 yang disusun atas dasar landasan adii] Panca&,zla
dan landasan konstitusional UUD 1945 pada prinsipnya adalah haiuan_
negara fentang penyelengaraaan neaala dalam garis-garis besar sebagai
pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang
ditetapkan oleh Majelis Peimusyawaratan Rakyat untuk 5 (lima) Lahun
Suna mewujudkan kese;ahter&an yang berkeadilan. i

_ Dalam GBHN tersebut, arah penyeien garaan negara telah
d;{etapkan untuk mencapai tjuan dalam upaya mewuiudkan l\elm_upan
yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi Hak Azasi Manusia
(HAMD, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyaraixat dan
bangsa vang- beradab bemkhiak mu‘a;a mandiri, bebas maju dan
%e_]cihtera e

_ Meskipun GBHN telah rnenetapkan arah dan iujuan pembangunaﬁ _
namun pada saat imi di bidang hukum masih dirasakan adanya
perkembangannya yan kontroversial. Di satu pihak produk materi
hukum, pembinaan aparatur, sarana prasarana hukwm telah menunjukkan
adanya peningkatan, tetapi- di lain pihak tidak diimbangi dengan
peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran
hukum, moto pelayanan, serta tidak adanys kepastian dan keadilan
hukum, sehingga mengakibatkan supremast hukum belum dapat duwjudkm

Te%fad uniuk mem%aeramas segala bentuk penyelewengan sesuai
wninian reformasi_seperti komipsi, kolusi pepoiisme  serta keighatan




é&enemﬁ keuvangan dan penyalabgunaan kekuasaan belum diikuti
langlkab-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah seria aparat penegak
:hLﬁ{h‘”ﬂ dalam menerapkan dan menegakkan hukum, dan terjadinya
campur, fangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan
kerancuan - hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum yang
berkepanjangan

i &ondzsl, hukurmn yang demikian mengakibatkan perlunya dilakukan
secara sungguh-sungguh pembangunan segenap elemen hukum dalam
st _kesa‘iaan sistem, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan
E Ufofes;or;aiisme aparatu: pemawasan dalam upaya penegakan hukum
dan terseleﬂggdxa‘lya pelayanan. vang prima serta bebas dari korupsi,
kolu51 dan nepotisme

I FENYELENGGARAAN PEMEREN'E‘AHAN YANG BAIE.

.- oetelah  melalui. paz}alanan panjang daiam memperjuangkan
eksistensi hukum, dalam dasawarsa terakhir ini pembangunan hukum
mulai memperoleh perhatian dengan menempatkan sebagai salah satu
bidang pembangunan. Hukum tidak lagi hanya sekedar menjadi obyek
pembangunan, namun lebih dari itu hukum sebagai subyek pembangunan
ielah diempatkan pada posisi yang strategis yang diharapkan dapat
memayungi segenap aspek pembangunan baik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suasana ketertiban dan
keadilan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia, :

Posisi hukum yang sangat strategis ‘yang telah menempatkannya

sebagai sesuatu yang utama (supreme) dalam kehidupan bermasyarakat,
bebangsa dan bernegara sesungguhnyaiah merupakan upaya sadar
bangsa Indonesia setelah mengalami berbagai krisis multidimensial.
Kegagalan otoriterisme kekuasaan, tidak adanya transparansi dan
akuniabilitas. pemerintah. kepada rakyat -serta munculnya berbagal
penylmpan&an dan penyalahgunaan wewenang di masa lampau yang
tidak menjamin terse!enbgaranya ketertiban dan keadlian ternyata telah
menyadarkan kita semua akan arti penimg {egaknya asas kedaulatan
hukum (supremasi hukum).
Namun derasnya arus reformasi pembangunan yang sekaligus telah
menempatkan kedudukan ‘hukum pada posisi yang supreme dalam
penvelenggaraan pemeriniahan, niscaya akan sulit untuk ‘direalisasikan
tanpa -diikuti dengan adanya penvelenggaraan pemerintahan yang baik
{good governance).




i _-Pei{m'jafsé._iah'a_ﬁf-p'ergnaﬁsa_z'ahaﬁ ; 'bes_ar.?ya-'ng%ﬁmbuz dalam --'-kri_éis muit -

; elanggas rambu rambu konsumm norma kesusﬂaan Iuapa tan
daﬁ. norma’ m,ku:m pada umumnya ' . -

Sehubuncvan dangan persoalan—persoala'a yang telah dlkemuk' _an
ﬁlah_satu upaya untuk men&gakkan supremas; hukum teiah

o negara dalam penyelenwaraan negara untuk menaapaz cita-cita perjuangan

bangsa dalam mewu_;udkan masyarakat yang adil dan ‘makmur sebagalmana

tercantum dalam Undang E}nciang Dasar . 1945.

- D1 daiam ketentnan Pasal 2° Undadg undang tersebut yang dim&ksud
.'dencran -Penyelenggara Neaara ya:tu

'egara dan Lembaga Tertmggx Negara

. ":?;._'_.':-__'_'-'Pejabat Negara pada Lembaga nggi Negara N\
..".Menterz ' i
‘ mm‘
':.-...;-'Haklm” .

Pwabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
:---pemndang-undangan yang berlaku; dan .

7.’_.5"98321%)3.{ Iam yang mem;hkt funws1 stratems dalam ka:tannya
. _".':-dengan penyeienvgaraan negam sesua; dencan keientuan perasuran
. pemndang undangan yang beriaku

'Disampmg it teiah pula® diletakkan asas -asas penyeienggar& negaxa'
_yang balk yang perlu dlpedomam ‘oleh §Jara penyelenggara negara
sehmgga mampu men_;alankan fungm dan tugasnya secara suncguh

sungguh dan penuh fanggung jawab. Dengaﬂ demlkxan praktek kompsz

koiusz dan nepotisme yang tidak hanya dilakukan oleh/antar penyelenggara
negara dan juga antara penyelenggara nggara .dengan. pihak lain vang
dapat. merusak: sendi-sendi . kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara serta membahayskan: eksistensi negara dapat dihindarkan’




Sejaﬁ;an dengan kebijaken itu, dalam rangka penyelamatan dan
'ng:malgsmm kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi,
‘Undang-undang Nomeor: 28 Tahun 1999 juga telah memberikan kesamaan
visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakag
yang .dibarapkan dapat mengakomodasi tuntutan hati nurani rakyat

yang ‘tenghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang marpu
men}alankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa
tanggung jawab, dan dilaksanakan secara efisien, efekiif, bebas dari
_kompsz kolusz dan nepotisme.

L 855‘13—1 dengan bunyi Pasal 1 butlr 2 Undang-Undang Nomor 28
_-Tahun 1999 tersebut, yang dimaksud dengan penyelenggara negara

yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati asas-asas
umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi
dan’ nepotxsme serta perbuatan tercela lainnya. Sementara itu menurut
bunyi Pasal 3-nya, disebutkan bahwa asas-asas umum penyelengaraan
negara:meliputi :

“*Asas  kepastian hukum;

* Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
" Asas Kepentingan Umum!

Asas Keterbukaan;

" “Asas Proporsionalitas;

- Asas. Profesionalistas; dan .

" Asas Akuntabilitas.

:*-‘F?‘.L"r‘*?"i"t'“

_ UntuK menjalankan asas-asas umum penyelenggara negara
sebagazmana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 6 telah ditetapf\an'
rambu-rambu bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dipedomanti
d4sas-asas umum pemerintaban yang baik yang menjunjung tinggi
norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum yang berlaku.

. Sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Peayelenggara Negara yang Bersih dan bebas
dari Kompsz Kolusi dan Nepotisme, untuk mewu;udkan penyelenggzu aan
pemarmtahan yang baik ( good governance), ketentuan Undang- undang
dimaksud ‘telah dilengkapi dengan disndangkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi yang menggantikan Undang- -undang Nomor 3 tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : e




S ._Undang-undang Nomo; 3] Fahun 1999 iers&huz dlmaksudkan un%;uk’i--.'
_ mencegah dan memberantas tmdak pxdana karupm yanff memczkan--*_
e keuzmwan dan ;)&I‘&kﬁi’l()ml«.,ﬁ negara serm yancr menghambm pertumbuhaﬁ' o

. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi.
F- & yang mener:ma ‘bantuan; dan keuangan negara atau daerah

e, '“-'orang yang menerzma gajx atau upah dari- -korporasi lam

“yang memperounakan modai atau fas111tas dan negara atag- -

' masyarakat

R Set;ap Drang yaltu orang perseorangau atau tarmasuk korpDras;

Dencan adanya ketentuan-keteniuan: sebagaimana telah dxkemukakan

o '_telxad untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintzhan yang: baik

telah gengan . sungguh szmgguh diupayakan namun segenap keinginan
dan reahta terganmng pada 51kap dan perﬂaku vang memumung tmgga
norma kesusﬂaan kepatutan dan ﬂorma hukum dalam penyeiengoaraan
'1egara o

EH PR@FESIONALISME A?ARATUR ?ENGAWASAN DAN
?ENEGAKAN HEKUM "

_ GBHN 1999 te}ah menganahszs koncnsx umum pelaksanaan
_pembangunan yang terselen gara seiama ini, dan duncﬁkawkam bahwa
tekad unmk memberantas segaia be“:tnk penyeiewengan sesual tuntutan
refor"nam sepern kc»rups; kohm, neponsme seria kejahaian ekonomz
keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan i’emyaaa belum diflouti 1angkah~

langkah . nyata dan kesungguhan pemerintah .serta aparat penarak

hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum.




_ D samping itu GBHN juga telah menetapkan visi dalam upaya
' mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan,
berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat,
~mandiri; beriman, bertakwa; berakhlag mulia; cinta tanah air, berkesadaran
‘hukum:dan hngkungan, menguasaj ilmu pengetahuan dan teknologi,
;-memlhkz etos kerja yang tinggi serta berd;sxphn

--Unmk mewujudkan visi bangsa Indonesm masa depan, telah
o 'dltetapkzm misi pembangunan antara lain dalam upaya untuk mewujudkan
'aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional,
~berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan
nép{_)___i_ismc.

Dari analisis kondisi umum, visi, dan misi akhirnya dituangkan
daiam arah kebijakan pembangunan khususnya bidang hukum yang
“pada intinya mengedepankan supremasi hukum dalam segenap sendinya.

- +Dalam realisasinya, berbagai upaya pembangunan hukum yang
telah diarahkan oleh GBHN, perlu dilaksanakan dalam kesatuan sistem,
yang'masing-masing saling berinteraksi dan berinterrelasi dalam upaya
mengedepankan supremasi hukum sebagaimana telah disinggung.
Dalam kaitan ini, terutama dalam pelaksanaan pembangunan hukum,
peran aktif aparatur pengawasan sangat diperiukan dalam upaya
penegakan hukum. Apabila hal ini dikaitkan dengan kinerja fungsi
manajemen, maka pengawasan (controlling) merupakan bagian penting
yang tak terpisahkan dari fungsi-fungsi yang lain (planning, organiz-
ing, dan actuiting).

Agar supaya penegakan hukum dalam rangka untuk mewujuedkan
supremasi hukum dapat terselenggara secara efisien dalam penggunaan
sumber daya (tenaga, dana dan waktu), dan efektif dalam upaya
mencapai tujuan, diperlukan jajaran aparatur pengawasan yang memiliki
kemampuan profesionalisme sesuai dengan persyaratan-persyaratan
yang telah ditetapkan terutama dalam menterjemahkan dan mengaplikasikan
asas-asas umum penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan
negara yang baik serta ketentuan-ketentuan normatif lainnya yang
terkalt

behubungan dengan apa yang telah dlpaparkan untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur pengawasan dalam rangka penegakan hukum,
perin pula. dikemnkakan pandangan-pandangsn. dari Komisi-Melan




{Kera}aan Inggns 1995) y:—mg penah "nengusu}kan adanya '7 (Eu_}uh).

prmsap reievan yang hams ciﬁetapkan yang meilpuh B

em mmgkan dm Sendzrz (Se{ﬂessness)

emata«mata da!am ranwkaiberkaltan denvan kepe:ntmgan umum
_Mereka tidak dxperkenankan membuat-keputnsan dengan tu}uan
: _ﬁmempemleh Lenntungan nnansmi Jatau - mater: bagl dmnya

-.d:rn.)ya.dl oawah kepenﬁmgan fmansxai atan kewa_}:ban Eamriya
. __dar; plhak__ luar:_ baik mdiwdu maupun Organisasi yang dapat

g Objekuwms
-Dalam; menjaiankan urusan-urusan yang bersifat publik, termasuk

' '__:.mé:mbuat penunjukkan publik, memberikan kontrak-kontrak; -atau
_merekomendasman seorang individu untuk mendapat pengharaaan
~.dan. sesuatu ‘manfaat,: para:pejabat’ di-instansi pemerintah harus
_mendasarkan p}lzhannya berdasarkan kualitas (mertt) :

4 Permnggtmgjan abcm (Accoumabzlzrv) ]
e "'Para pejabat di mstanss pemerintah harus bertan ung Jawab atas
' 'keputusan-kepuiusan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat

dan harus tunduk pada pemeriksaan apa pun terhadap instansinya.

3., .. Keterbukaan . :  DHARMA - WAS 7 ..

. Para_pejabat ci1 mstansz pemermtah harus terbuka - selebar-
o 'l_eh_amya_meng_enaa sermua keputusan dan tindakan yang diambilnya.
...Ia harus dapat memberikan alasan-alasan atau keputusannya dan

.. hanya akan. membatasi informasi Jjika kepentmcran masyarakat
' - yang-lebih.luas menghendakinya. - '
6. Kejujumn
© " Para pejabat di instansi pemennzah berkewa}iban untuk membeberkzm
setiap kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kCdelbéT}
publiknya serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi
: -senturan kepentingan {conflict of interest) yang munghm tlmbui

1t san' -

= . 1
atek-melindungi-tepentingan rasyarakat:




iv.

Kepernimpinan :

Para peiabat di instansi pemerintah harus mendorong dan
mendukung prinsip-prinsip ini melalui sikap kepemimpinan dan
pemberian contoh.

PENUTUR

Pada akhirnya dari inti pokok substansi pengarahan yang

“““peérjudul "Profesionalisme Aparatur Pengawasan dan Penegakan

L

Huokum” yang disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan
(RAKERWAS) dengan tema “Meningkatkan Profesionalisme
Aparatur Pengawasan Dalam Upaya Penegakan Hukum dan

“Terselenggaranya Pelayanan yang Prima serta Bebas dari Korupsi,
“Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Departemen
“Hukum dan Perundang-undangan” dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :

1.  Upaya untuk mewunjudkan supremasi hukum perlu ditkut
Aangkah-langkah penegakan hukum yang antara lain dipefopori
-pleh jajaran aparatur pengawasan hukum.

. 2. - Untuk menegakkan hukum dan terselenggaranya pelayanan

- yang prima serta bebas dari korupsi, kolusi. dan nepotisme

- perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur pengawasan

- baik sebagai aparat penyelenggara negara maupun sebagai
pegawai negeri.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik setiap
penyelenggara negara dan pegawai negeri termasuk aparatur
pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu
mengindahkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dan
asas umum pemerintahan negara yang baik serta norma-
norma hukum lain yang mengikat,






